
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
•REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

SINERGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DI

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK DI

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR       :   010/Men/KL.01/05/2026

NOMOR       :  loo.3.7.1/0441/NK/011.3/2026

Pada hari ini, Minggu, tanggal tiga bulan Mei  tahun dua ribu dua puluh enam

(03-05-2026), kami yarig bertanda tangan di ba.wah ini:
I.  ARIFATUL CHOIRI FAUZI Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia,

berkedudukan  di  Jalan  Medan  Merdeka
Barat  Nomor   15  Jakarta  Pusat   10160,

berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor
133/ P Tahun 2024 tentang Pembentukan
Kementerian  Negara  dan  Pengangkatan
Menteri   Negara   Kabinet   Merah   Putih

Periode Tahun 2024-2029,  dalam hal ini

bertindak     untuk     dan     atas     mama
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan
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11. KHOFIFAH INDAR

PARAWANSA

dan      Perlindungan      Anak      Republik
Indonesia,    selanjutnya   disebut   PIHAK

KESATU.

Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di
Jalan   Pahlawan   Nomor   ilo   Surabaya
60174, berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor     24/P     Tahun     2025     tentang

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan
Wakil  Gubernur  Masa  Jabatan  Tahun
2025-2030,    dalam    hal    ini    bertindak

untuk    dan    atas    mama    Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam

Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut

PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal~hal sebagai berikut:

1.     bahwa  PIHAK  KESATU  adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan

urusan   pemerintahan   di   bidang   pemberdayaan   perempuan   dan
suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup
urusan  pemerintahan  di  bidang  pemberdayaan  perempuan  dengan
memedomani ketentuan yang berlaku;

2.     bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah   Provinsi  Jawa  Timur  yang  memimpin   pelaksanaan   bidang

pemerintahan yang menjadi  kewenangan  daerah  otonom  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3.     bahwa  PARA  PIHAK    sepakat  untuk  melakukan  Sinergi  Optimalisasi
Pembangunan    Urusan    Pemerintahan    di    Bidang    Pemberda.yaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi LJawa Timur dalam batas-
batas   tugas   dan   kewenangan   masing-masing   PIHAK   berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
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Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undarigan sebagai
berikut:

1.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014    Nomor   244,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

2.     Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2023  tentang  Provinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2023 Nomor 59, Tambahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Kerja  Sama

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4.     Peraturan    Presiden    Nomor    25    Tahun    2021    tentang    Kebijakan

Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2021  Nomor 96);

5.     Peraturan   Presiden   Nomor   186   Tahun   2024   tentang   Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (Irembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

6.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   15   Tahun   2008   tentang

Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011  Nomor 927);

7.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang Tata

Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
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dengan  Pihak  Ketiga  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020

Nomor 371) ;

8.     Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Nomor  9  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan    dan    Penyusunan    Instrumen    Hukum    di    Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

9.     Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak
Nomor  3 Tahun  2023  tentang  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan
Konkuren  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak

(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
10.   Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak

Nomor  4  Tahun  2024  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Pemenuhan
Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);

11.   Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak

Nomor  1  Tahun  2025  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pemberdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

12.   Peraturan  Daerah  Provinsi LJawa Timur  Nomor  9  Tahun  2019  tentang

Pengarusutarnaari   Gender   (Lembaran   Daerah   Provinsi   LJawa  Timur

Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 96);

13.   Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun  2022  tentang

Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor  6  Seri  D,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur
Nomor lil);

14.   Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun  2025  tentang

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah
Provinsi |Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 135); dan

15.   Peraturan   Gubernur  Jawa  Timur   Nomor   35   Tahun   2024   tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi LJawa Timur Nomor 8
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Tahun 2022  tentarig Kerja Sama Daerah  (Berita Daerah Provinsi LJawa

Timur Tahun 2024 Nomor 35 Seri E).

Berdasarkan   hal-hal   tersebut   di   atas,   sesuai   dengan   kedudukan   dan
kewenangan   masing-masing,   PARA   PIHAK   setuju   dan   sepakat   untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Optimalisasi Pembangunan
Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberda.yaan Perempuan dan Pelindungan
Anak di Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai
berifut

Pasal 1

MAKSUD  DAN TULJUAN

(1)    Nota  Kesepakatan  dimaksudkan  sebagal  pedoman  bagi  PARA  PIHAK
dalarn   melaksanakan   Sinergi   Optimalisasi   Pembangunan   Urusan
Pemerintahan  di  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Pelindungan
Anak di Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan.

(2)    Tujuan   Nota   Kesepakatan   ini   untuk   memperkuat   koordinasi   dan
kolaborasi dalam melaksanakan program strategis sesuai tugas, fungsi,
dan   kewenangan   masing-masing   PIHAK  guna   mewujudkan   Sinergi

Optimalisasi     Pembangunan     Urusan     Pemerintahan     di     Bidang
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Pelindungan  Anak  di  Provinsi  |Jawa
Timur dalam kebijakan dan program PARA PIHAK sesuai ketentuan.

Pasal 2

LORASI

Pelaksanaan  Nota  Kesepakatan  ini  dilaksanakan  pada  lokasi  di  wilayah
Provinsi |Jawa Timur.
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Pasal 3

0BIJ'EK

Objek   Nota   Kesepakatan   ini   adalah   sesuai   dengan   tugas,   fungsi,   dan
kewenangan  PARA  PIHAK  berdasarka.n  ketentuan  peraturari  perundang-
undangan dalam hal:
a. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
b. pelindungari perempuan;

c.  sistem data gender dan anak;

d. pemenuhan hak anak; dan
e. pelindungan khusus anak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini adalah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam hal:
a.   penguatan    dan    pelaksanaan    kebijakan    kesetaraan    gender    dan

pemberdayaan  perempuan,  pelindungan  perempuan,  pemenuhan  hak
anak,  dan pelindungan khusus anak di setiap proses pembangunan di
Provinsi Jawa Timur;

b.   penyediaan   dan/atau   pemanfaatan   sarana   dan   prasarana.   untuk

penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
c.   penyusunan  dan  penyebarluasan  bahan  komunikasi,   informasi,   dan

edukasi;

d.   peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
e.   penyediaan,   pertukaran,   dan  pemanfaatan  data  dan/atau  informasi

gender dan anak; dan
f.    penguatan program Ruang Bersama Indonesia di provinsi Jawa Timur.
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Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1)   PIHAK    KESATU    mempunyal    tugas    dan    tanggung   jawab    sesuai
kewenangannya     berdasarkan     ketentuan     peraturan     perundang-
undangan, dalam hal:
a.    melaksanakan   pendampingan,   perumusan,   dan   penyebarluasan

kebijakan  nasional  terkait  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan

perempuan,  pelindungan  perempuan,  pemenuhan  hak  anak,  dan
pelindungan khusus anak;

b.   memfasilitasi    penyediaan    dan/atau    pemanfaatan    sarana    dan

prasarana   untuk   penguata.n   dan   pengembangan   layanan   ba.gi
perempuan dan anak;

c.    menyediakan    bahan    komunikasi    publik    serta    melaksanakan

penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui
berbagai media;

d.   memberikan  materi  dalam  penyelenggaraan  pelatihan,  bimbingan
teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

e.    melaksanakan   penyediaan,   pertukaran,   dan   pemanfaatan   data
dan/atau  informasi  gender  dan  anak  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
f.     melaksa.nakan pendampingan program Ruang Bersama Indonesia di

Provinsi Jawa Timur.

(2)   PIHAK    KEDUA    mempunyai    tugas    dari    tanggung    jawab    sesuai
kewenangannya     berdasarkan     ketentuan     peraturan     perundang-
undangan, dalam hal:

a.  menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan nasional terkait
kesetaraan   gender   dan   pemberdayaan   perempuan,   pelindungan

perempuan, pemenuhan hak anak, dan pelindungan khusus anak;
b.  memfasilitasi    penyediaari    dan/atau    pemanfaatan    sarana    dan

prasarana   untuk   penguatan   dan   pengembangan   layanan   bagi
perempuan   dan   anak   di   Provinsi   iJawa   Timur   sesuai   dengan
kewenangannya;
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c.   mengembangkan  materi  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  sesuai
kearifan lokal serta melakukan penyebarluasan melalui berbagal media
sesuai dengan kewenangannya;

d.  menyelenggarakan    dan/atau    memfasilitasi    pelatihan,    bimbingan
teknis,  dan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia
sesual dengan kewenangannya;

e.  melaksanakan    penyediaan,    pertukaran,    dan    pemanfaatan    data
dan/atau   informasi   gender   dan   anak   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
f.   melaksanakan   pendampingan program Ruang Bersama Indonesia di

Provinsi  Jawa  Timur  sesuai  dengan   kewenangannya  berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1)    Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana
Kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi acuan dalam

pelaksanaan Nota Kesepakatan dengan memedomani ketentuan.
(2)    Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan oleh

unit  kelja  pada  PIHAK  KBSATU  dan  perangkat  daerah  terkait  pada
PIHAK KEDUA  sesuai dengari  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  masing-

rna.sing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LJANGRA WAKTU

(1)    Nota  Kesepakatan  ini  berlaku  untuk  jangka  waktu   3   (tiga)   tahun
terhitung mulal tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA

PIHAK.

(2)    |Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK
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yang    bermaksud    memperpanjang    Nota    Kesepakatan    ini    wajib
mengajukan  permohonan  perpanjangan  secara  tertulis  kepada  PIHAK

yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum   berakhirnya   jangka   waktu,    dengan   tetap   memedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiaya.an yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan
ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan/atau  sumber lain yang sa.h

dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1)     Keadaan   kahar   merupakan   suatu   keadaan   yang   terjadi   di   luar
kekuasaan PARA PIHAK dan/atau PIHAK dan tidak dapat diperkirakari

sebelumnya yang menyebabkan PARA PIHAK dan/atau PIHAK tersebut
tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  Nota
Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Dalam  hal  terjadi  keadaan  kahar  sebagaimana  pada  a.yat  (1)  maka
PIHAK  yang  terkena  dampak  keadaan  kahar  wajib  memberitahukan
kejadian  tersebut  secara  tertulis  paling  lambat  14  (empat  belas)  ha.ri

kerja  kepada  PIHAK  yang  menjadi  mitra  dalam  Nota  Kesepakatan
disertai  dengan  bukti-bukti yang  sah  dan  PIHAK yang menjadi  mitra
dalam Nota Kesepakatan ini yang mendapatkan pemberitahuan tersebut
dalam   kunm   waktu   paling   lambat   7   (tujuh)   hari      kerja   wajib
memberikan jawaban  secara tertulis  dengan  memedomani  ketentuan

yang berlaku.
(3)     Berdasarkan  keadaan  kahar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

PARA  PIHAK  akan  melakukan  musyawarah  untuk  dapat  mencapai
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kesepakatan  terhadap  kelanjutan  pelaksanaan  Nota  Kesepakatan  ini
sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  paling  lambat  14

(empat belas)  hari kerja setelah PIHAK yang terkena dampak keadaan
kahar menerima jawaban secara tertulis dari PIHAK yang menjadi mitra
dalam Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal  10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terj adi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,
PARA   PIHAK   akan   menyelesaika.nnya   dengan   cara  musyawarah   untuk
mencapai mufakat dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

Pasal  1 1

SURAT MENYURAT

(1)     Segala  hal  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  surat  menyurat
dalam implementasi Nota Kesepakatan ini disampaikan kepada PARA
PIHAK dengan alamat dan/ata.u kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Tujuan

Alamat

Telepon

:  Biro    Hukum    dan    Kerja    Sama,    Kementerian

Pemberda.yaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

:  Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor  15  Jakarta
Pusat  10160

:  (021) 3805563

Surat elektronik : hukumkerjasama@,kemenpppa, go. id
b. PIHAK KEDUA :

Tujuan

Alamat
Telepon

:  Biro      Pemerintahan      dan      Otonomi      Daerah,
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

:  LJalan Pahlawan  110 Surabaya 60174

:  (031)  3524259

Suratelektronik:±gpemotoda@Jrfuprov.go.id
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(2)      Perubahan  alamat  dan/atau  kontak  yang  berkaitan  dengan  surat-
menyurat    PARA    PIHAK    dalam     Nota    Kesepakatan    ini    harus

diberitahukan  secara  tertulis  sekurang-kurangnya  14  (empat  belas)
hari kalender sebelum dilakukan perubahan tersebut.

(3)       Perubahan  alamat  dan/atau  kontak  yang  berkaitan  dengan  surat-
menyurat  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tidak mempengaruhi
berlakunya Nota Kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal  12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA    PIHAK    sepakat    akan    melaksanakan    monitoring    dan    evaluasi

pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1  (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan
hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
kerja sama selanjutnya dengan memedomani ketentuan .

Pasal  13

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA  PIHAK  sepakat  untuk  melindungi  kerahasiaan  dan  keamanan  data
dan/atau   informasi   terkait   pelaksanaan   Nota   Kesepakatan   ini   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  14
PENGAKHIRAN

(1)       Nota   Kesepakatan   ini   dapat   berakhir   apabila   masa   berlaku   Nota
Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan
PARA    PIHAK   tidak    berkeinginan    untuk    memperpanjang   jangka
waktunya.

(2)       Apabila    salah    satu    PIHAK    bermaksud    untuk   mengakhiri    Nota
Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut harus
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menyampaikan  terlebih  dahulu  secara  tertulis  kepada  PIHAK  yang
menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum  rencana  pengakhiran  Nota  Kesepakatan,  dan  PIHAK  yang

menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini dalam kurun waktu paling
lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  wajib  memberikan jawaban  secara
tertulis.

(3)       Berakhimya  Nota  Kesepakatan  ini  tidak  mempengaruhi  tugas  dan
tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan

sebagaimana  diatur  dalam  Nota  Kesepakatan  ini  sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal  15
ADENDUM

(1)       PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah dan/atau menambah
pengaturan  suatu  hal  dalam  Nota  Kesepakatan  ini yang  dituangkan
dalaln Adendum.

(2)       Adendum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  berdasarkan
kesepakatan   tertulis   PARA   PIHAK   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dengan memedomani ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan  ini  dibuat dan  ditandatangani  di Banyuwangi

pada`hari  dan  tanggal  tersebut  di  atas  dalam  rangkap  2  (dua)  bermeterai
cukup, masing-masing mempunyal kekuatan hukum yang sama.
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NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
RBPUBLIK INDONESIA DAN PEMBRINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR TBNTANG slNERGI OprlMALlsAsl PEMBANGUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI
JAWA TIMUR
Tanggal             : 3 Mei 2026
Nomor                : 010/Men/KL.01/05/2026
Nomor                 :  loo.3.7.1/0441/NK/011.3/2026

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
SINERGI OFTIMALISASI PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAIIAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PELINDUNGAN ANAK DI PROVINSI JAWA TIMUR

No. RUANG LINGKUP
KBGIATAN KERJASARI

LOKASI
SUMBERDANA

JADWAL TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

OUTPUT KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB
2026 2027 2028 2029

PIHAK KESATU pllrm KEDUA PIIIAKKESATU PIIrmKBDUA

1. Penguatan dan a.  Evaluasi kebijaha Provinsi PARA V V V a. Menyedickan a.  Menyelenggarakan a. Jundah Asisten D eputi Dinas
pelaksanaan kabupaten/kota Jawa P- narasumber/ kegiatan kabupaten/kota Pengarus- Pemberdaya-
kebijakan terkait Timur tenaga ahli/ pendanpingan dan yang mendapatkan utanaan an
kesetaraan gender pengansutanaan tenaga evaluator konsultasi evaluasi pendampingan dan Gender Bidang Perempuan,
dan gender dan mendampmgi PPE lingkup konsultasi evaluasi Per- Perlindunga
pemberdayaan evaluasi Provinsi Jawa Penganugerahan ekonomian, n Anck dan
perempuan, Penganugerchan Timur sesuai Parahita Ekapraya Infra-struktur Kependudu-
peindungan Parallita ketentuan (PPE) lingkup dan an Provinsi
perempuan, Ekapraya (PPE) Provinsi Jawa Pembangu-an Jawa Timer
p emenuhan hakanak,danpelindungankhususanakdisetiapprosespembangunandi Timur sesuaiketentuan Kewilayah-andanPemerintahDaerahWilayahI i
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No. RUANG IINGKUP
KEGIATAN KERJASARI

LOKASI
SUMBERDANA

JADWAL TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

OUTPUT KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

2026 2027 2028 2029

PIIIAK KESATU pllur REDUA PIHAKKESATU PIHAKKEDUA

Provinsi JawaTimur

b.  Evaluasi t).   Menyediakan b.     Menyelenggaraka b . Jundah Asisten Deputi Dinas

pelaksanaan narasumber/ n kegiatan kabupaten/kota Koordinasi Pemberdaya-
kebijakan tenaga ahli/ pendanpingan yang didampingi Pelaksana-an an
Kabupaten/Kota tenaga evaluator dan konsultasi dalam evaluasi Kebijal[an Perempuan,
Layak chck (KIA) dan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan Perlmdunga
dan FTovinsi Layak mendanpmgl pelaksrmaan kebijckan KLA Hak Anak n Anak dan
AIiak (Provila) pelaksanaan kebijakan KLA dalan meunjudkan Wflayah I Kependuduk

kebij akan lun dan Provila Provila Provinsi -an Provinsi
dan Provila 1ingkup FTovinsiJawaTimursesualketentuan Jawa Tinur sesualketentuan Jawa Timur

C.   Pencegahan V V V V c.   Mendukung dan c.     Melaksanakan c, Jumlah peserta Semua Dinas
kekerasan merfasflitasi kegiatan yang mengikuti kedeputian Pemberdaya-
terhadap kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi, an
perempuan dan pencegalan advokasi dan advokasi, dan Perempuan,
anak serta kekerasan pada optimalisasi Optimalisasi Perlindunga

p emenuhan hck perempuan dan pencegahan pencegahan n Anak dan
anak anak serta kekerasan pada kekerasan pada Kependuduk

pemenuhan hak perempuan dan perempuan dan -an Provinsi
anak anak sertapemenuhan hakanaksesuaikewenanganberdasarkanketentuan anak sertapemenuhan hakanaksesuaiketentuan Jawa Timur

d,  Pencegahan danI)enanganan V V V V d.   Advokasi, d,     Advokasi dan d, Jumlah advokasi Asisten Deputi Dinas
sosialisasi, dan sosialisasi dan sosialisasi Koordinasi Pemberdaya-

p erkawinan anak implementasi pencegahan dan p encegahan dan Pelaksana-anKebijakanPemenuhan an
pencegahan dan penanganan penanganan Perempuan,
penanganan perkawinan anak perkawinan anak Hak Anak Perlmdunga
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No. RUANG LINGKUP
KEGIATAN KERJASJun

LOKASI
SUMBERDANA

JADWAL TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

OUTPUT KEGIATAN

PBNAVGGUNa JAWAB
2026 2027 2028 2029

PIHAK KESATU PIIJAK KEDUA
PlrLexKESATU PIHAKKEDUA

perkawinan sesuai dalam kebijakan Wilayah 11 dan n Anak dan
anak sesuai kewenangan dan progran di Asisten Deputi Kependuduk
kewenangan berdasarkan Provinsi Jawa Perlindung-an -an FTovinsi

ketentuan Timur sesualketentuan Khusus AnakdariKekerasan Jawa Timur

e. Pencegchan dan V V V V a.   Advokasi, e.  Advokasi, .   Jumlali advokasi, Asisten D eputi -  Dinas
penanganan sosialisasi dan sosialisasi, sosialisasi, Koordmasi Pemberdaya
perokok anak implementasi koordinasi, dan koordinasi dan Pelaksana-an -an

pencegahan danpenanganan pengawasanpencegahan danpenanganan pengawasanpencegalian danpenanganan Kebijal{anPemenuhan Perempuan,Perlindung-anAnakdan

perokok anak perokok anak serta perokok anak serta Hak Anak Kependuduk
serta implementasi inplementasi Wilayah I -an FTovinsi
inplementasi kebijakan dan kebijakan dan Jawa Timur ;
kebijakan danProgramkawasantanpa program kawasantanparokoksesualkewenanganberdasarkan program kawasantanparokoksesuaikewenanganberdasarkan -  DinasKesehatanProvinslJawaTimur.

rokok sesuaikewenangan ketentuan ketentuan -  DinasPendidikanprovinsiJawaTimur;-SatuanPolisiPamongPrajaProvinslJawaTinur

2. Penyediaan a,   Penguatan dan Provinsi I)A.RA V V V V a.   Melakukan a.   Melakukan a. Jumlah Lembaga Deputi Bidang Dinas
dan/atau pengembangan Jawa PIHAK penflaian pendampingan Penyedia Layanan Perlmdung-an Pemberdaya-
pemanfaatan I.embaga Penyedia Timur standardisasi standardisasi Kualitas Keluarga Hck an
sarana dan Layanan Kualitas Lembaga Lenb aga Penyedia yang Perempuan Perempuan,
prasarana untuk Kelu arga (meliputi Penyedia Layanan Kualitas terstandardisasi dan Deputi Perlmdunga
penguatan dan perempuan dan Layanan Keluarga sesu ai sesuai ketentuan Bidang n Anck dan
pengenbangan anak) Kualitas kewenangan Kesetaraan Kependuduk
1ayanan bagiperempuandananak Keluarga berdasarkanketentuan Gender -an ProvinsiJawaTmur
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No. RUANG LINGKUP
KEGIATAN KERJASA.MA

LOKASI
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OUTPUT KEGIATAN

PENANGGUNG JAWA13

2026 2027 2028 2029

PIHAI{ KESATU PIHAK KEDUA
PlrLAKKESATU PIHAKKEDUA

b.   Penguatan dan VV+ VVV VV+ VVV b.   Advokasi, b.   Advokasi, b. Jumlah Lembaga Asisten Deputi Dinas
pengemt)angan sosialisasi, dan sosialisasi, dan Layanan Koordinasi Pemberdaya-
Ifmbaga Layanan pendampmgan pendampingan Pemenuhan Hak Pelaksana-an an
I'emenuhan Hak dalan dalan chak didampingi Kebijakan Perempuan,
Anakc.Pelaksanaan pusatPembelajaran pelaksanaan pelcksanaan yang sesuai Pemenuhan Perlindunga

kebijakan kebij akan layanan Standar Ranah Hak Anak n chak dan
Layanan Pemenuhan Hck Anak sesuai Wfiayah I  dan Kependuduk
Pemenuhan Hak Anak sesual ketentuanc.Jumlahsarana dan Asisten Deputi -an provinsi
chak sesuarkewenanganc.Advokasi, kewenangan1Jerdasarkanketentuanc.Menyelenggaraka KoordinasiPelaksana-anKebijakanPemenuhanHckAnakWilayah11DeputiBidang Jawa TimurDinas

Pemberdayaan so sialisasi, dan n kegiatan, prasarana Kesetaraan Pemberdaya-
Perempuan pendanpmgan sarana, dan pendukung GenderAsisten Deputi an
(PUTARAN)d.Penyediaan dan (temasuk prasarana dan pelathan sesual Perempuan,

fasilitasi sunb er mengor8anisir kewenangan Perlindunga
daya) dalam peserta Sesuai berdasarkan n Anak dan
pelaksanaankegiatanPUTAENd.Menyusun kewenanganberdasarkanketentuand.Menyediakan, ketentuand.Junilahsarpras Kependuduk-anProvinsiJawaTimurDinas

penanfaatan standar sapras memelihara, dan layanan Unit Tata Kelola Pemberdaya-
sarana dan layanan PPA mengoptimalkan Pelaksana Teknis Perlmdung-an an
prasarana serta sarpras layanan Perhidungan Hak Perempuan,
(sapras) layanan memberikan Urrit Pelaksana Perempuan dan Perempuan Perlindunga
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No. RUANG LINGKUP
KEGIATAN KERJASARI
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SUMBERDANA

JADWAL TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

OUTPUT KEGIATAN

PBNANGGUNG JAWAB

2026 2027 2028 2029

plrm[ KESATu plHAK IunDUA
PIHAKKESATU PIHAKKEDUA

Perindungan fasilitasi dan Teknis Anak yang dan Strategi n Anak dan
Perempuan dan dukungan Perlindungan memadai, amen, Pelaksana-an Kependuduk
Anck (PPA) kebijakan Perempuan dan ruang ranali Layanan -an Provinsi

pengadaan/pen Anak qayanan, perempuan dan Terpadu Jawa Timur
anfaatan Iuang ranah anak, serta
sarpras anak, alatasesmen,dansaranapenduhag1ayanan)sesuaikewenanganberdasarkanketentuan mendukungperingkatankualitaslayanansesualkewenanganberdasarkanketentuan

3. Penyusunan dan a.   Penin8katan Provinsi PARA V V V V a.   Menyediakan a.   Menyusun dan a-   Jumlah Seluruh Dinas
penyebarluasan l"alitas keluarga Java PIHAI{ bahan menyebarluaskan komunikasi, kedeputian Pemberdaya-
bahan dalan Timur komurhasi, bahan informasi, dan an
komunikasi, meunjudkan informasi, dan komunikasi, edukasi yang Perempuan,
informasi, dan kesetaraan gender edukasi terkait infomasi, dan texpubhasikan Perlindunga
edukasi dan hak anck perlindungan edukasi terkait dan tersanpaikan n Anak dan

perempuan dan perlmdungan sesuai Kependuduk
anak serta penempuan dan kewenangan -an Provinsi

pemenuhan hak anak dan berdasarkan Jawa Timur
anck pemenuhan hahanaksesuaikewenanganberdasarkanketentuan ketentuan

b.   Webinar semangat V V V V b.   Berpartisipasi b.   Menyelenggaraka b.   Jumlah peserta Seluruh Dinas
Pagi (SAPA) DP3AK sebagai n kegiatan dan yang mengikuti kedeputian Pemberdaya-

narasunt)er men8Or8anisirpesertasesuarkewenanganberdasarkanketentuan kegiatan webinarsesuaikewenanganberdasarkanketentuan anPerempuan,PerhidunganAnckdanKependuduk
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OUTPUT KEGIATAN

PBNANGGUNG JAWAB
2026 2027 2028 2029

plLrm KESATu prm{ KEDUA PIENKESATU PIHAKIunDUA

-an ProvinsiJawaTimur

4. Peningkatan a. Perinckatan Provinsi PJRA V V V V a.   Memfasilitasi a.   Melaksanakan a.   Jumlah sumber Asisten D eputi Dinas
kapasitas sumber kapasitas sumb er Jawa PIEN pelaksanaan penin8katan daya menu sia Tata Kelola Pemberdaya-
daya manusia daya menu sia Timur kegiatan dan kapasitas sumber yang Perlindung-an an

I.embaga Penyedia pendampingan daya manusia mendapatkan Hak Perempuan,
Layanan sumber daya Unit Pelaksana peingkatan Perempuan Perlindunga
Perlindimgan menu sia Unit Tehis hapasitas sesuai dan Strategi n chak dan
Perempuan dan Pelcksana Perlindungan kewenangan Pelaksana-an Kependuduk
Anak Tehis Perempuan dan berdasarkan Layanan -an Provinsi

PerlindunganPerempuandanAnak(UPTPPA) Anak (UPT PPA)sesualkewenanganberdasarkanketentuan ketentuan Terpadu Jawa Timur

b. Penguatan sumber V V V V b.   Pelaksanaan b.   Menyelenggaraha b.   Jumlah sumber Deputi Bidang Dinas
daya manusia bimbingan n kegiatan dan daya manusia Kesetaraan Pemberdaya-
pengelola  program telms dan mengorganisir pengelola Gender dan an
terkaitPengarusutanaan kegiatan lalrmya peserta program terkart Deputi BidangPemenuhan Perempuan,

dalan rangka penin8katan PUG, PUIIA, dan Perlmdunga
peliin8katan kapasitas SDM RBI yang n Analt dan

Gender (PUG), kapasitas p engelola program memperoleh Hak Anak Kependuduk
Pengarusutanaan sumber daya terkait PUG, peningkatan -an Provinsi
Hak Anak (PUHA), manusia PUHA, dan RBI kapasitas SDM Jawa Timur
dan Ruang pengelola sesual sesuai
Bersama Indonesia(RBI) program terkait kewenangan kewenangan

PUG, PUHA, dan berdasarkan berdasarkan
RBI ketentuan ketentuan

5. Penyediaan, a. Pengolahan data Provinsi PARA V V V V a.   Pendanpingan a.   Mempersiapkan a.    Jundab data Biro Data dan Dinas
pertukaran, dan gender dan anak Jawa PIHJTh dalan dan mengolah gender dan anak hiormasi Pemberdaya-
p emanfaatan data Timur pengolchan data data gender dan yang tersedia an
dan/atau gender dan anck anak sesuai sesuai Perempuan,
informasi gender kewenangan kewenangan Perhidunga
dan anak berdasarkanketentuan berdasarkanketentuan n Anak danKependudul{
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b. Pemanfaatan data V V V V b.   Memfashitasi b.   Melaksanakan b.    Jundah data
-an ProvmsiJawaTimur

kekerasan terhadap pemanfaatan pemanfaatan data kasu s kekerasan
perempuan dan data kekerasan kekerasan terhadap
anak terhadap terhadap perempuan dan

perempuan dan perempuan dan anak sesuai
anak anak sesuaikewenanganberdasarkanketentuan kewenangan dankebutuhanberdasarkanketentuan

6. Penguatan a.   Persiapan dan I+ovinsi PARA VJ VV VV VV a.     Sosialisasidan a.     Sosialisasidan a.   Jumlah sosialisasi -  Asisten Deputi Dinas
Program REI di perencanaan Jawa PI- fashitasi penyelenggaraan REI dan Pong-s- Pemberdaya-
Provinsi Jawa penyelenggaraan Tinur penyelenggaraan RBI , mendorong tersedianya p eta ut- an
Timur RBIb.Pelaksanaan dan RBIb.Penguatan deklarasi REI, danmendampingi kolaborasisfafeehoJc!er dalam GenderBidangPerelronohian Perempuan,Perlindunga

proses identifikasi pelaksanaan RBI Infra- n Anak dan
tata kelola dan sesuai struJdr dan Kependuduk
kelembagaan RBI kewenangan Pembang- -an Provinsi
sesuaikewenanganberdasarkanketentuanb.Penguatan berdasarkanketentuanb.Jumlahkegiatanpenguatan unanKewilayah-andanPemerintchDaerahWflaychI-AsistenDeputi Jawa Timur

penguatan RBI kapasitas kapasitas kapasitas Peningkat-an
fasilitator daerah fasihitator daerah fasilitator daerah Partisipasi
dan relawan dan relawan SAPA dan relawan SAPA Masyarakat
Sahabat serta penguatan dalan BldangPengar-usutamaan

Perempuan dan jejaringuntuk p elaksanaan RBI
Anak (SAPA) mendufung serta Gender
sertapendampin rencana aksi RBI terlaks-ya RBI
gan p elaksanaan dan sesuai
rencana aksi pendanpingan kewenangan
RBI pelaksanaan RI3Isesuaikewenangan berdasarkanketentuan
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c.   Pemantauan,

V V V V c.      Rekapitulasi

berdasarkanketentuanc.Melaksanakan

c.   Jumlch dofumenpelaporancapaian

hasil rekapitulasi dan indikator dan
pemantouan melakukan rencana aksi RBI

evaluasi, dan kegiatan pada pelaporan hasil sesuai
pelaporan RBI rencana aksi pemantauan dan kewenangan

RBI dan evaluasi RBI berdasarkan
pengembanganinstrumenevaluasiRBI sesuaikewenanganberdasarkanketentuan ketentuan
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